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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga perbankan merupakan inti dari sistem kearamigri setiap
negara. Bank adalah lembaga keuangan yang memaghat bagi orang
perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan4mseden milik negara,
bahkan lembaga-lembaga pemerintah menyimpan darea-dgang
dimilikinya.

Melalui jasa-jasa yang diberikan, bank melayanutehan pembiayaan
serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran $&mmiua sektor
perekonomian. Sejalan dengan perkembangan tekndkogiglobalisasi di
sektor perbankan, dewasa ini banyak bank telahadesgasaran utama untuk
kegiatan pencucian uang. Hal ini disebabkan sekiid@ah yang banyak
menawarkan jasa-jasa instrumen dalam lalu lintasakgan yang dapat
digunakan untuk menyembunyikan atau menyamarkdruashsuatu dana.

Perkembangan teknologi semakin maju dan pesat neapangaruh
terhadap perkembangan di berbagai sektor baikdding politik, ekonomi,
sosial dan budaya. Masalah kriminalitas merupalkdahssatu hal yang turut
berkembang dengan pesat, namun perangkat hukunk smtacegah dan

memberantas kriminalitas itu sendiri belum mematt masih tertinggal

! Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Jakarta : Kencana Prenada Media
Grup, 2006, hal 43



jauh, sehingga berbagai jenis kejahatan baik gdagukan oleh perorangan,
kelompok ataupun korporasi dengan mudah terjadirdanghasilkan harta
kekayaan dalam jumlah besar. Kejahatan-kejahateselet tidak hanya
dilakukan dalam batas wilayah suatu negara, naneioa® melintasi batas
wilayah negara lain sehingga sering disetransnasional crime Dalam
kejahatan transnasional, harta kekayaan dari keglhatan biasanya oleh
pelaku disembunyikan, kemudian dikeluarkan lagila®olah dari hasil
legal. Hal inilah yang lebih sering dikenal dalaomié internasional dengan
istilah pencucian uang atawoney laundering
Berdasarkan data statistik démternational Money LaunderinfMF),

hasil kejahatan yang dicuci melalui bank diperkarakampir mencapai nilai
sebesar US$ 1.500 miliar per tahun. SementaraenunmutAssociated Press
kegiatan pencucian uang hasil perdagangan obat fimostitusi, korupsi dan
kejahatan lain sebagian besar diproses melaluap&dn untuk kemudian di
konversikan menjadi dana legal dan diperkirakanigdtag ini mampu
menyerap nilai US$ 600 miliar per tahun. Ini saneaghn 5 % darGross
Domestic Producdunia. Selain itu menurutinancial Action Task Force
(FATF), perkiraan atas jumlah uang yang dicuciegetahun di seluruh dunia
dari perdagangan gelap narkotika berkisar antafa 308 miliar sampai US$

500 miliar®

% Irman S, Hukum Pembuktian Pencucian Uang, Bandung : MQS Publishing dan AYYCCS

Group, 2006, hal 1

hal 2
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Dengan adanya globalisasi perbankan, hasil kejahatangalir dan
bergerak melampaui batas yuridiksi suatu negaragadermemanfaatkan
faktor rahasia bank yang umumnya dijunjung tingghgoerbankan. Melalui
mekanisme ini, maka dana hasil kejahatan bergeeaak stiatu negara ke
negara lain yang belum mempunyai sistem hukum yenkup untuk
menanggulangi kegiatan pencucian uang atau bah&egernak ke negara
yang menerapkan ketentuan rahasia bank secara ketat

Perbuatan pencucian uang disamping sangat mergikagarakat, juga
sangat merugikan negara. Banyak negara di duni@ndepat bahwa
pencucian yang dapat mempengaruhi atau merusaiitagaperekonomian
nasional atau internasional atau keuangan negangademeningkatnya
berbagai kejahatan.

Money launderingdapat membahayakan efektivitas operasi sistem
perekonomian dan bisa pula menimbulkan kebijakdnjdean ekonomi
buruk. Pada ekonomi nasional, pencucian uang mebkeln ketidakstabilan
karena dapat menyebabkan nilai tukar suku bungayatemi fluktasi yang
relatif tajam. Selain itu uang hasil pencucian udagat beralih dari suatu
negara yang perekonomiannya baik ke negara laigasemperekonomian
yang kurang baik, sehingga padarancial dapat hancur secara perlahan-
lahan dan kepercayaan publik kepada sigteamcial semakin berkurand.

Berkenaan dengan pencegahan dan pemberantasancipancang

pada penyedia jasa keuangan, salah satunya dalami lyang dilakukan

* Bismar Nasution, Rejim Anti-Money Laundering di Indonesia, Bandung : Books Terrace
& Library Pusat Informasi Hukum Indonesia, 2005, hal xii.



oleh pihak bank, adalah dengan diterapkannya pringéngenal nasabah
(Know Your Costumer Principlemelalui peraturan bank Indonesia nomor
3/10/PBI/2001 yang mana telah diubah dengan denB&h nomor
5/21/PBI/2003 tentang Penerapan Prinsip Mengenaab&h, yang mana
berkaitan dengan penerapan prinsip kehati-hatiagla paank atau yang
dikenal denganprudential bankingdalam rangka mengatur lalu lintas
kegiatan perbankan, salah satu upaya agar priesigtikhatian tersebut dapat
diterapkan adalah dengan diterapkannya Prinsip BleaddNasabah.

Pada Pasal 1 butir 2 Prinsip Mengenal Nasabah akiéiat Prinsip
Mengenal Nasabah atau lebih dikenal dengaow Your Customer Principle
adalah prinsip yang diterapkan bank untuk mengetatantitas nasabah,
memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk patap@ansaksi yang
mencurigakan dan sudah menjadi kewajiban bank untrkerapkannya.

Penerapan prinsip ini juga telah menjadi sebuahnsauntuk bank
mampu meminimalisir terjadinya pencucian uang ataney laundering
yang dewasa ini kerap terjadi di sistem perbankaloriesia, mengingat hal
ini tidak cukup dengan hanya menerapkan atau meakioéan undang-
undang no. 8 tahun 2010 tentang pencegahan danepamdisan tindak
pidana pencucian uang yang selanjutnya disebutngadadanganti money
laundering

Seperti yang diketahui sebagaimana dimandatkanmdaladang-
undang anti money laundering, adanya kewenangaat Pasaporan Analisis

dan Transaksi Keuangan (PPATK) yang merupakan lganbadependen



dibawah presiden Republik Indonesia yang memputuggis mencegah dan

memberantas tindak pidana pencucian uang serta umgipfungsi sebagai

berikut:

1. Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pemcacig

2. Pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK

3. Pengawasan terhadap kepatuhan pihak pelapor

4. Analisis atau pemeriksaan laporan dan informasisaksi keuangan yang
berindikasi tindak pidana pencucian uang dan/abadak pidana lain
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

Dalam pergaulan global di masyarakat internasioRRIATK dikenal
sebagailndonesian Financial Intelligence Un(FIU) yang merupakan unit
intelijen keuangan dalam rezim Anti Pencucian Udag Kontra Pendanaan
Terorisme di Indonesia. PPATK merupakan anggota tEme Egmont
Group” yakni suatu asosiasi lembaga FIU di seluruh daaim rangka
mewujudkan dunia internasional yang bersih daulain pidana pencucian
uang dan pendanaan terorisme sesuai standar-staidamternasiona.

Adanya kerjasama internasional ini dengan sendirinyemberikan
nilai tambah karena penyelidikan aliran dana tidatbatas hanya kepada
lembaga penyedia jasa keuangan yang beroperasiagialv negara tertentu
saja, tetapi juga sampai pada lembaga penyedik¢agmgan di negara lain.
Melihat begitu pentingnya pencegahan dan pembesamtpencucian uang

tersebut, maka di dalam negara sendiri haruslabntlik peraturan yang

® http://id.wikipedia.org/wiki/Pencucian_uang diakses pada tanggal 8 Februari 2013,
jam 13.00 WIB




tegas. Dalam konteks kepentingan nasional diterapka undang-undang
tindak pidana pencucian uang merupakan penegasavab@emerintah dan
sektor swasta bukan bagian dari masalah, melaib&gian dari penyelesaian
masalah, baik disektor ekonomi, keuangan maupubap&an. Undang-

undang yang telah terbentuk harus dapat dilaksanalked perangkat hukum
yang ada, perangkat hukum akan dapat berjalan sslakan penegakkan
hukum, ditentukan oleh masalah pokok yang sangairdm yaitu kebenaran
bahwa telah terjadi suatu kejahatan atau tindai&ngid/ang harus dibuktikan
oleh perangkat hukum baik oleh manusianya maupwh alndang-

undangnya.

Lalu bagaimana pelaksanaan dari prinsip ini dikgdanperbankan di
Indonesia, apakah prinsip ini hanya menjadi selfoammalitas akibat dari
peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia,(Bbau prinsip ini
memang patut dan layak diterapkan bank-bank yamgdadndonesia dan
memang menjadi acuan bagi perbankan untuk memiisimedsiko terkena
dampak kejahatan global yang salah satunya addlahey Laundering
Penerapan prinsip mengenal nasabah ini didasdim@ngan bahwa prinsip
ini penting dalam rangk@rudential bankinguntuk melindungi bank dari
berbagai risiko dalam berhubungan dengan nasabah.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik mandgbih lanjut lagi
mengenai bagaimana pelaksanaan prinsip mengenabatasebagai upaya
pencegahan tindak pidana pencucian uang oleh Pk Ragara Indonesia

(Persero) tbk kantor wilayah padang sebagai salatu dank yang



menerapkan prinsip tersebut dan penulis menuangkaseiam suatu tulisan
yang berjudul “PELAKSANAAN PRINSIP MENGENAL NASABAH
SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN

UANG (studi pada PT. BNI (persero) tbk kantor wilayah Padang)”

Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan penulis kemukakan asitialgai berikut :

1. Apakah pelaksanaan dari Prinsip Mengenal Nasali@how Your
Customer Principlesyang diterapkan pada PT. Bank Negara Indonesia
(persero) tbk kantor wilayah padang sudah sesuagate aturan yang
berlaku.

2. Bagaimana bentuk pelaksanaan kerja sama antark Bérek dan Pusat
Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPAT&and mencegah
tindak pidana pencucian uang yang dikaitkan demgdaksanaan prinsip
mengenal nasabah.

3. Hambatan teknis apa sajakah yang dihadapi oleh Bahk Negara
Indonesia (persero) tbk dalam melaksanakan primsgmgenal nasabah

terkait upaya pencegahan tindak pidana pencuciag. ua

. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:
1. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan dari Prinsipgbteal Nasabah

(Know Your Customer Principlediterapkan oleh PT. Bank Negara



Indonesia (persero) tbk, sebagai upaya mencegddkippidana pencucian
uang (noney launderingsudah sesuai dengan aturan yang berlaku.

2. Untuk mengetahui bentuk pelaksanaan kerja samaaaRia Bank Negara
Indonesia (persero) tbk dengan Pusat PelaporarAdahsis Transaksi
Keuangan (PPATK) dalam mencegah tindak pidana méstuyang
dikaitkan dengan pelaksanaan prinsip mengenal ahsab

3. Untuk mengetahui bentuk hambatan teknis yang diaalah PT. Bank
Negara Indonesia (persero) tbk dalam melaksanakasigp mengenal

nasabah terkait upaya pencegahan tindak pidanai@anaiang.

Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian yang akan penulis lakukaaah:

1. Secara Teoritis
Penelitian ini bermanfaat menambah serta memperluasvasan
pengetahuan penulis dalam karya ilmiah, dimana lgamuini merupakan
sarana untuk memaparkan dan memantapkan ilmu @dnget terutama
dalam kajian ilmu hukum perdata bisnis yang khugastialam bidang

hukum perbankan.

Secara Praktis
a) Hasil penelitian ini bermanfaat dan memberi tambahéormasi serta
wawasan kepada mahasiswa khususnya dan masyatssatphda

umumnya serta instansi terkait mengenai bentukkpatsman serta



penerapan prinsip mengenal nasabah sebagai upagagadan tindak
pidana pencucian uang.
b) Menambah pengetahuan dan pengalaman dalam melklisana

penelitian serta menambah wawasan mengenai hukiarmen.

E. Metode Penelitian
1. Pendekatan Masalah
Untuk melengkapi bahan atau data kongkrit dan jawayang objekitif,
ilmiah serta dapat dipertanggungjawabkan, maka I{gamu ini
menggunakan pendekatan yuridis sosiologis atau remnpiyakni
pendekatan yang menekankan pada aspek hukum, gakenban dengan
pokok masalah, dikaitkan dengan praktek lapahga®T. Bank Negara
Indonesia (persero) tbk kantor wilayah Padang, kumtengetahui lebih
lanjut tentang bentuk pelaksanaan dari prinsip realgnasabahkfiow
Your Customer Principl@ssebagai upaya pencegahan tindak pidana
pencucian uang.
2. Sumber dan Jenis Data
1) Sumber data
Sumber data dari penelitian ini adalah:
a. Penelitian Kepustakaahibrary Research
Penelitian kepustakaan artinya data yang diperaalam

penelitian ini didapat dengan membaca buku-bukutdiésan-

¢ Bambang Sunggono, SH, M.S, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta : PT. Raja

Grafindo, 2010, hal 12



tulisan ilmiah yang terkait dengan persoalan yakanadikaji.
Kemudian mencatat bagian yang memuat kajian tentang
penelitian’
b. Penelitian Lapangan
Penelitian lapangan ini dilakukan dengan cara wawa@n
terstruktur dan mencatat hasil wawancara.
2) Jenis data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini addaebagai
berikut:
a. Data Primer
Yaitu data yang diperoleh secara lansung dari pfilaék yang
terkait atau narasumber yang telah ditentukan.
b. Data Sekunder
Data ini diperoleh melalui penelitian kepustakaduibrary
Research yakni penelitian yang dilakukan atau ditujukan
hanya pada peraturan-peraturan tertulis.
Data sekunder ini telah diolah yang meliputi:
a) Bahan Hukum Primer
Yaitu bahan hukum yang mengikat dan membantu didala
penelitian, yakni :
i. Undang-undang Dasar 1945

ii. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

" Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2007,
hal 3
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iii. Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 Junto Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

iv. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana
Pencucian Uang

v. Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 jo
Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/23/PBI/2001
Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI1/2003
tentang Prinsip Mengenal Nasabah

b) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan penelitian yang berasal darralite

atau hasil penelitian yang berupa:

i. Buku-buku yang berkaitan dengan penelitian

ii. Makalah-makalah  yang  berhubungan  dengan
permasalahan yang penulis teliti yang diperoleh dar
i) Perpustakaan Universitas Andalas
i) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
iii) Buku serta bahan-bahan kuliah yang penulis miliki

c) Bahan Hukum Tersier
Yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk ataupun
penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekfinder

Adapun bahan hukum tersier yaitu:

8 Bambang Sugono, Op Cit. Hal 114
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I.  Kamus-kamus hukum
ii. Ensiklopedia umum dan ensiklopedia hukum
3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian, penulis memperoleh rkagean dan data

diatas dengan cara:

a. Studi dokumen untuk pengumpulan data sekundeer
Studi dokumen yaitu penelitian dengan cara memgelaphan-bahan
hukum kepustakaan yang ada terutama yang berldgtagan masalah
yang diteliti serta perundang-undangan yang ad&arkaya dengan
materi atau objek penelitian.

b. Wawancara untuk pengumpulan data primer
Wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang ddakusecara
lisan guna memperoleh keterangan dari narasumbeqg yerat
kaitannya dengan pemecahan masalah yang diteéiti penulis di
lapangan

4. Teknik pengolahan dan analisis data

a. Teknik pengolahan data
Setelah dikumpulkan seluruh data dengan lengkapk kdari
wawancara maupun melalui analisis terhadap peratpeaundang-
undangan terkait, kemudian dilakukediting yaitu meneliti kembali
terhadap catatan-catatan, berkas-berkas, ataumasdinformasi yang

dikumpulkan oleh pencari data yang diharapkan aldapat
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meningkatkan mutu kehandalamel{abilitas) data yang hendak
dianalisis® kemudian disusun data-data itu ke dalam pembahasan

b. Analisis data
Merupakan penyusunan terhadap data yang diperdldapdngan
untuk mendapat kesimpulan. Peneliti menganalisss! lokata dengan
menggunakan analisis kualitatif, yaitu menggamhbarkeadaan dan
peristiwva secara menyeluruh dengan suatu anal&ig ylidasarkan
pada teori ilmu pengetahuan hukum dan peraturanungang-
undangan.

5. Sifat Penelitian
Dalam penelitian ini menggunakan sifat penelitiaskdiptif yaitu data
yang berbentuk uraian-uraian kalimat yang terberge&ara sistematik

yang menggambarkan hasil penelitian dan pembahasan.

F. Sistematika Penulisan
Sistematikan penulisan ini dibagi menjadi 4 (emB#B, yaitu:
1. BAB 1 PENDAHULUAN
Dalam bab ini dijelaskan secara luas latar belakdang permasalahan
yang akan dibahas. Menguaraikan rumusan masalaly yaemuat
pertanyaan-pertanyaan yang menjadi inti pembahasangenai tujuan

penelitian, manfaat penelitian, metode penelitistematika penulisan.

® Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT. Raja
Grafindo, 2004, hal 168 - 169
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2. BAB Il TINJAUAN PUSTAKA
Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai tinjauarum tentang
perbankan, tinjauan umum tentang prinsip mengeasilbah dan Pusat
Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, seéij@uan umum tentang
Tindak Pidana Pencucian Uang.

3. BAB Il HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Dalam bab ini akan membahas mengenai hasil pemrelitang berupa
data-data yang diperoleh, sesuai yang dijelaskaa jpab pendahuluan,
kemudian lansung dianalisis. Analisa diarahkan lkumhenjawab semua
rumusan masalah. Menjelaskan bagaimana bentuk gaelakn dari
prinsip mengenal nasabaknow Your Customer Principlesebagai upaya
pencegahan tindak pidana pencucian uang pada Pmk Biegara
Indonesia (persero) tbk kantor wilayah padang, ipag@a bentuk
kerjasama antara PT. BNI (persero) tbk kantor witaypadang dengan
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuanga®TRP dan juga
menjelaskan apa sajakah kendala atau hambatan dygamgukan pihak
PT. BNI (persero) tbk kantor wilayah padang dalasaksanakan prinsip
mengenal nasababh.

4. BAB IV PENUTUP
Berisikan kesimpulan yang diperoleh dari permasalajlang diajukan
berdasarkan temuan dilapangan dan saran-sarampefasiis, yang dapat

digunakan dalam kehidupan masyarakat dan pihak ban#iri di masa
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yang akan datang serta memberikan saran atau nmagakg dianggap

perlu yang berkenan dengan permasalahan yang ada.
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